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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PERSETUJUAN  
KONTRAK TAHUN JAMAK (MULTI YEARS CONTRACT)  DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 

ABSTRAK :  - Bahwa dalam rangka pelaksanaan persetujuan Kontrak Tahun Jamak (Multi Years Contract) Dalam 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
56/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (Multi Years 
Contract) Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Guna pelaksanaan ketentuan Pasal 16 ayat (1) 
Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden 
Nomor 53 Tahun 2010 dan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan 
tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (Multi Years Contract) Dalam 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      UU 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN No. 4286), UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, 
TLN No. 4355), PP 20 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 74, TLN No. 4405), PP 90 Tahun 2010 (LN 
Tahun 2010 No. 152, TLN No. 5178), Keppres 42 Tahun 2002 (LN Tahun 2002 No. 73, TLN No. 4212) 
sebagaimana telah diubah dengan Perpres 53 Tahun 2010, Perpres 54 Tahun 2010, Keppres 56/P 
Tahun 2010. 

    - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

      Kontrak Tahun Jamak untuk kegiatan yang nilainya di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar 
rupiah) harus mendapat persetujuan Menteri Keuangan. Permohonan persetujuan Kontrak Tahun 
Jamak diajukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga kepada Menteri Keuangan bersamaan dengan 
penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) Tahun 
Anggaran bersangkutan. Pengajuan permohonan tersebut harus dilengkapi dengan Surat 
Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Pengguna Anggaran yang menyatakan telah 
memenuhi kelayakan teknis dan ketersediaan dana bagi pelaksanaan Kontrak Tahun Jamak yang 
bukan merupakan tambahan pagu (on top) dan surat pernyataan dari Pengguna Anggaran. 
Menteri/Pimpinan Lembaga dapat mengajukan permohonan persetujuan Kontrak Tahun Jamak 
kepada Menteri Keuangan tidak bersamaan dengan penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran 
Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) dalam hal terjadi keadaan kahar, melaksanakan kebijakan 
Pemerintah Pusat, memenuhi amanat peraturan perundang-undangan, menjalankan putusan 
pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Terhadap Kontrak Tahun Jamak yang terdapat 
kompleksitas dalam pengadaan/pembebasan lahan/tanah, seperti pekerjaan pembangunan 
infrastruktur yang memerlukan pembebasan lahan/tanah dalam jumlah besar, antara lain bandara, 
pelabuhan, jalan, irigasi, transmisi listrik, dan rel kereta api, Pengguna Anggaran harus melampirkan 
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Pemrosesan penyelesaian persetujuan Kontrak 
Tahun Jamak dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran. 

CATATAN : - Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Permenkeu RI 56/PMK.02/2010 tentang Tata Cara 
Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (Multi Years Contract) Dalam Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

  - Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 1 Desember 2011 dan diundangkan pada tanggal 1 
Desember 2011. 
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